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ANALISIS ISU-ISU STRATEGIS


Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2009 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah menyebutkan bahwa isu-isu strategis merupakan kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan daerah karena dampaknya yang signifikan bagi daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka panjang dan menentukan tujuan penyelenggaraan pemerintahan daerah di masa yang akan datang. Isu-isu strategis ini dapat digali berdasarkan berbagai analisis terhadap sesuatu persoalan atau dari berbagai permasalahan yang teridentifikasi pada proses penyusunan rencana itu dibuat.

4.1. Permasalahan Pembangunan Kabupaten Tabalong
Permasalahan pembangunan daerah merupakan realitas kesenjangan antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan apa yang telah direncanakan. Potensi permasalahan pembangunan daerah pada umumnya timbul dari kekuatan yang belum didayagunakan secara optimal, kelemahan yang tidak diatasi, peluang yang tidak dimanfaatkan, dan ancaman yang tidak diantisipasi. Permasalahan Pembangunan Kabupaten Tabalong diidentifikasi berdasarkan interaksi dan dinamika perkembangan berbagai sektor yang terjadi baik pada skala lokal, regional maupun global dalam 5 (lima) tahun terakhir.
Permasalahan dasar yang muncul selama proses pembangunan daerah selama ini, berimplikasi pada masa depan. Jika permasalahan dasar belum dapat diatasi sehingga mengakibatkan keberlanjutan secara terus menerus konsekuensinya akan terjadi proses komplikasi dalam kehidupan bermasyarakat. Keseluruhan upaya untuk mewujudkan kehidupan rakyat yang sejahtera akan berdiri di atas pondasi yang rapuh, sehingga akan menimbulkan ketidakadilan dan menurunkan martabat masyarakat. Beberapa permasalahan Kabupaten Tabalong dapat diidentifikasi sebagai berikut :


4.1.1.	Aspek Infrastuktur,  Tata Ruang dan Lingkungan Hidup
Beberapa permasalahan yang dihadapi dalam pembangunan infrastruktur, tata ruang dan lingkungan hidup Kabupaten Tabalong adalah :
1. Meningkatnya lahan kritis.
2. Peningkatan terjadinya fenomena perubahan iklim.
3. Terjadinya pencemaran air, udara dan kerusakan tanah/lahan.
4. Belum optimalnya penyediaan dan pelayanan transportasi publik.
5. Belum terwujudnya pengembangan bandara udara warukin.
6. Terbatasnya sumber daya manusia bidang kehutanan, lingkungan hidup, perhubungan, komunikasi dan informatika, dan pekerjaan umum.
7. Belum optimalnya penyediaan infrastruktur dalam menunjang pengembangan ekonomi dan pelayanan publik.
8. Belum optimalnya penyediaan prasarana perhubungan darat dan perlengkapan fasilitas untuk keselamatan lalu lintas.
9. Belum optimalnya koordinasi dalam penyediaan sarana dan prasarana pelayanan publik.
10. Belum terhimpunnya data dan informasi secara teratur dan akurat yang dapat diakses dengan mudah.
11. Masih rendahnya ketaatan perusahaan/korporasi terhadap ketentuan yang berlaku.
12. Rendahnya pengetahuan, kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam aktivitas pembangunan.
13. Masih terbatasnya cakupan layanan air bersih.
14. Masih terbatasnya layanan angkutan umum perkotaan/perdesaan. 

4.1.2.	Aspek Sosial Budaya
Beberapa permasalahan yang dihadapi dalam pembangunan aspek sosial budaya Kabupaten Tabalong adalah :
1. Masih rendahnya pencapaian IPM pada tahun 2012 yaitu sebesar 71,00% sedangkan provinsi Kalimantan Selatan dan nasional sebesar 71,08 % dan 73,29 %.
2. Angka harapan hidup masih rendah tahun 2012 yaitu sebesar 63,64 tahun sedangkan Provinsi Kalimantan Selatan dan nasional sebesar 64,52 tahun dan 71,69 tahun.
3. Masih tingginya Angka Kematian Bayi (AKB) tahun 2012 sebesar 8,4 per 1000 kelahiran hidup. 
4. Masyarakat kurang memahami arti pentingnya jaminan sosial kesehatan,  prosedur jaminan perlindungan dan jaminan masyarakat
5. Masih rendahnya  Angka Partisipasi Kasar (APK) jenjang sekolah menengah, yaitu sebesar 78,68 %.
6. Masih lemahnya kualitas sumber daya birokrasi.
7. Belum optimalnya koordinasi dalam pelaksanaan program-program pembangunan dan pelayanan publik.
8. Masih tingginya tingkat kriminalitas dan penyakit masyarakat.
9. Belum optimalnya pemanfaatan potensi dan pengembangan pariwisata.
10. Rendahnya tingkat kesadaran dan kepatuhan hukum masyarakat.
11. Belum optimalnya pengembangan potensi pemuda, olahraga, seni dan budaya.
12. Masih rendahnya kesadaran masyarakat terhadap pola hidup sehat dan lingkungan sehat.
13. Tingginya ancaman penyakit menular karena perilaku (HIV/AIDS).

4.1.3.	Aspek Perekonomian
Beberapa permasalahan yang dihadapi dalam pembangunan aspek perekonomian Kabupaten Tabalong adalah :
1. Pertumbuhan ekonomi belum optimal.
2. Struktur perekonomian daerah belum berkembang dan masih bertumpu pada sektor primer.
3. Masih rendahnya produktivitas, mutu produk dan mutu hasil panen sektor pertanian pangan dan hortikultura, perikanan, peternakan, perkebunan dan kehutanan.
4. Belum berkembangnya industri pengolahan hasil pertanian.
5. Terbatasnya Modal, IPTEK, informasi pasar dan promosi produk untuk menunjang kegiatan usaha.
6. Terbatasnya sarana dan prasarana penunjang pada sentra-sentra produksi.

4.2.	Isu–isu Strategis
Isu-isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan daerah karena dampaknya yang signifikan bagi daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka panjang, dan menentukan tujuan penyelenggaraan pemerintahan daerah dimasa yang akan datang.
Perumusan isu strategis Kabupaten Tabalong disusun dari permasalahan serta tantangan yang dihadapi Kabupaten Tabalong ke depan, serta mengakomodir berbagai isu kebijakan regional maupun nasional. Isu-isu strategis perlu dikorelasikan dengan isu dan kebijakan nasional maupun regional khususnya yang memberikan manfaat atau pengaruh dimasa datang terhadap pembangunan Kabupaten Tabalong sebagai bagian tidak terpisahkan dari Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Provinsi Kalimantan Selatan, Kabupaten Tabalong perlu memperhatikan isu dan permasalahan yang menjadi penekanan pusat dan provinsi pada periode pembangunan yang tengah berlangsung agar program pembangunan yang dijalankan nantinya dapat sejalan dan terintegrasi dengan arah kebijakan dari pusat dan provinsi. Di samping itu, RPJMD 2015-2019 ini juga harus mengacu pada arahan yang terdapat dalam RPJPD Kabupaten Tabalong.
Rencana pembangunan Indonesia mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005 - 2025 dan saat ini tengah memasuki RPJM Nasional tahun terakhir (2010–2014) dengan penekanan pada pemantapan pembangunan secara menyeluruh dengan menekankan pada pembangunan keunggulan kompetitif, perkonomian yang berbasis SDA yang tersedia, SDM yang berkualitas serta kemampuan IPTEK Selanjutnya berdasarkan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2010-2014, terdapat  9 (sembilan) prioritas nasional yang relevan dengan isu pembangunan Kabupaten Tabalong saat ini, yakni (1) Sosial budaya dan kehidupan beragama;  (2) Ekonomi; (3) Ilmu Pengetahuan dan Teknologi; (4) Politik; (5) Pertahanan dan Keamanan; (6) Hukum dan Aparatur; (7) Pembangunan Wilayah dan Tata Ruang;  (8) Penyediaan Sarana dan Prasarana; (9) Pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup.  
Mengacu pada berbagai isu kebijakan serta permasalahan pembangunan yang dihadapi oleh Kabupaten Tabalong sebagaimana dijelaskan sebelumnya, maka dapat disimpulkan isu-isu strategis Kabupaten Tabalong adalah :
1. Semakin terbatasnya sumber daya ekonomi yang berbasis pada sumber daya alam yang berpotensi terjadinya konflik sosial
2. Terbatasnya sumber daya keuangan dalam pembiayaan pembangunan dan pelayanan publik
3. Meningkatnya luasan lahan kritis
4. Tingginya potensi konflik antara perusahaan dan pekerja
5. Potensi pengangguran semakin tinggi akibat PHK dan bertambahnya pencari kerja baru
6. Meningkatnya ancaman banjir dan degradasi kualitas sumberdaya alam dan lingkungan hidup
7. Semakin menurunnya kualitas media lingkungan (air, udara dan tanah/lahan)
8. Ancaman kemacetan lalu lintas di perkotaan
9. Meningkatnya kebutuhan layanan transportasi yang cepat dan nyaman sesuai dengan peningkatan aktifitas sosial ekonomi
10. Meningkatnya kebutuhan keterbukaan informasi publik dan pemeratan informasi
11. Meningkatnya kebutuhan sumberdaya aparatur yang kompeten dan berintegrasi
12. Semakin meningkatnya kebutuhan penyediaan sarana dan prasarana pelayanan publik
13. Tingginya kebutuhan akan transparansi data dan informasi publik
14. Meningkatnya kebutuhan koordinasi pembangunan pelayanan masyarakat
15. Kebutuhan kualitas perencanaan yang efektif, efisien dan aplikabel semakin tinggi
16. Meningkatnya degradasi, deforestrasi dan konflik pemanfaatan sumber daya alam
17. Meningkatnya tuntutan kemandirian dan kapasitas desa dalam memenuhi kebutuhan
18. Dekadensi dan degradasi moral
19. Meningkatnya kebutuhan sinergisitas pembangunan antar daerah
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